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KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/Kpts/Setjen/T&HUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dengan dilaksanakan reformasi birokrasi di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi .Pemilihan
Umum, berdasarkan Peraturan Presiden 189 Tahun 2014
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah
ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 241 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis 'Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja Pada Pegawai di Lingkungan pada Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum,;

bahwa cengan adanya peningkatan Kkinerja pegawai
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah
dilakukan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, tunjangan kinerja yang selama ini
telah diberikan perlu untuk ditingkatkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf b dan untuk melaksanakan Pasal 3 dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu

menetapkan . . .



tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan umum
241/Kpts/Setjen/Tahun 2015
Pelaksanaan

Nomor

tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ARIF RAHMAN HAKIM
Salinan sesuai dengan aslinya
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BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka seluruh proses pelaksanaan
remberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
warus  dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-
orinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketidakpatuhan
ecrhadap pengaturan dalam Petunjuk Teknis dapat dikenakan sanksi sesuai

lengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ARIF RAHMAN HAKIM
Salinan sesuai dengan aslinya
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